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PUTUSAN
Nomor 840 K/Pid/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan

oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah memutus

perkara Terdakwa:
Nama :BALTASAR TAKOYE;
Tempat Lahir : Udagaga;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/22 Agustus 1958;
Jenis Kelamin . Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Adona, Distrik Kokoda Utara, Kabupaten
Sorong Selatan;
Agama . Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan 16 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong
karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sorong, tanggal 24 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BALTASAR TAKOYE terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP dalam

dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
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2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa
ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit longboat warna merah kuning dengan panjang 9,30
meter dan lebar 120 cm ;

- 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 40 (empat puluh) PK
warna abu-abu dengan nomor CDI: 6F6/01.F8T41172/1Y07 dan
nomor mesin :6F600 T-2;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara
sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 83/Pid.B/
2019/PN Son tanggal 16 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa BALTASAR TAKOYE tersebut diatas tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut
Umum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat
serta martabatnya;

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan
Negara segera setelah putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit longboat warna merah kuning dengan panjang 9,30
meter dan lebar 120 cm;

— 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 40 (empat puluh) PK warna
abu-abu dengan nomor CDI: 6F6/01.F8T41172/1Y07 dan nomor
mesin :6F600 T-2;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
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Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Son
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong yang
menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2019 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Mei
2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah
diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sorong pada tanggal 16 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2019, serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada
tanggal 28 mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan
perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain,
selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat
mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap
putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat
bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk
membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh
wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret

2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam
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Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap

putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat
dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan
judex facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan kepadanya pada dakwaan Tunggal dan membebaskan
Terdakwa dari segala dakwaan, telah salah dan tidak menerapkan
peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan
fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tidak tepat dan benar
sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, terjadinya kecelakaan
kapal longboat bukanlah karena kelalaian atau kealpaan dari Terdakwa
namun karena adanya peristiva alam in casu angin kencang dan
selanjutnya ombak besar hingga mengakibatkan kapal longboat terbalik
dan Terdakwa juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut, terlebih lagi
Terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau keahlian dalam
mengoperasikan kapal longboat tersebut sehingga orang yang tidak
dapat mengoperasikan kapal longboat tentunya tidak dapat
dipersalahkan sebagai pelaku atas terjadinya kecelakaan kapal tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat jahat (mens rea) dalam peristiwa
hukum itu bahkan Terdakwa berusaha beberapa memperbaiki longboat
bila sedang rusak sehingga memperlihatkan bahwa Terdakwa

mempunyai tanggungjawab agar loangboat tetap berjalan normal dan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut para penumpangnya selamat sampai tujuan. Sebelum
kapal longboat rusak dan muncul cuaca buruk, Terdakwa tidak memiliki
persoalan dengan korban sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan
bahwa meninggalnya korban disebabkan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat
dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak
dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena
pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak
diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak
diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak
dilaksanakan menurut undange undang, dan apakah Pengadilan telah
melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 253 Ayat (1) Undeng-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa
putusan judex facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan
demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut
Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka biaya
perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada

tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh,
S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Maruap
Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri
Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd./ ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum
sebagai Hakim Anggota Il telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25
Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi
Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H.,
M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 20 April 2020
Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001
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